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       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya 
pembiayaan murabahah bermasalah serta bagaimana pihak Bank Syariah 
menyelesaiakn permasalahan tersebut. Selain itu penelitian ini juga ingin 
menganalisis kesesuaian penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah 
dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 
       penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data subjek dan data objek 
yang bersumber dari data primer hasil wawancara dengan informan dan data 
sekunder dari jurnal-jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan 
penelitian yang diangkat. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data yaitu uji 
triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis lalu disimpulkan sebagai hasil akhir dari penelitian. 
       Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis penyebab 
terjadianya pembiayaan murabahah bermasalah yaitu penyebab eksternal dan 
internal. Adapun metode penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang 
digunakan terdapa tiga jenis penyelesaian yang menjadi top rangking yaitu: 
rescheduling, restructuring, reconditioning, eksekusi jaminan dan write off. 
Adapun metode yang digunakan oleh Bank Syariah dalam penyelesaian 
pembiayaan murabahah bermasalah telah sesuai dengan apa yang diatur dalam 
Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 
Kata Kunci: Murabahah, Pembiayaan Bermasalah, Fatwa DSN-MUI, Bank 
Syariah. 
        






A. Latar Belakang Permasalahan 
       Industri perbankan merupakan salah satu komponen terpenting dalam upaya 
meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Bank merupakan salah satu 
penggerak perekonomian sebagaimana fungsinya untuk mendistribusikan dana ke 
sektor rill dalam rangka meningkatkan laju perekonomian dan pembangunan 
nasional. Kegiatan utama dari perbankan ialah menghimpun dana dari masyarakat 
kemudian menyalurkanya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas 
pembiayaan. Hal tersebut karena fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara 
(intermediary) antara pihak-pihak yang kelebihan dana (surplus of funds) dan 
pihak yang memerlukan dana (luck of funds), dengan menyediakan modal bank 
secara tidak langsung telah membantu meningkatkan kinerja bisnis serta 
mengurangi pengangguran (Janni, M. A, 2018). 
       Perkembangan perbankan syariah merupakan perwujudan dari antusias 
masyarakat akan kebutuhan sistem keuangan alternatif  yang tidak hanya 
menyediakan layanan keuangan tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Sistem 
yang dimaksud ialah perbankan yang bebas dari praktik bunga (Fee Interest 
Banking), lebih tegas lagi setelah dikeluarkanya Undang-undang No. 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008. Dengan dikeluarkanya 
Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tersebut, bank dan bank syariah didirikan 
berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 1992 lalu kemudian diubah  dengan 





lebih kuat lagi tegas. Adanya ketentuan tersebut membuka peluang bagi 
perbankan di Indonesia untuk melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan 
prinsip syariah. 
       Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah kini tergolong cepat, 
karena keyakinan yang kuat di kalangan masyarkat muslim bahwa perbankan 
konvensional mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam. Rekomendasi 
hasil lokakarya tentang bunga bank ditujukan Majelis Ulama Indonesi (MUI) 
kepada pemerintah dan seluruh umat Islam (Syafi’i, 2001 dalam Shobirin, 2016). 
Semakin bervariatifnya bank syariah di Indonesia disokong oleh tingginya minat 
masyarakat untuk menyimpan dana mereka di bank syariah. Dalam Laporan 
Kemajuan Bank Indonesia (2009) mencatat tren pertumbuhan dana perbankan 
syariah karena daya tarik produk kepada deposan diberikan bagi hasil rasio dan 
margin produk yang kompetitif jika dibandingkan dengan bunga bank komersial 
(Pratiwi, 2012 dalam Solihatun, 2017). 
       Pembiayaan adalah salah satu kegiatan utama dari perbankan syariah sebab 
pendapatan utama bank syariah berasal dari kegiatan tersebut. Pembiayaan sendiri 
merupakan salah satu bentuk penyaluran dana dalam bank syariah yang kemudian 
diberikan kepada masyarakat. Olehnya itu  menyatakan bahwa bank harus 
memerhatikan beberapa Permasalahan dan hal-hal apa saja  yang kemudian perlu 
dipertimbangkan dalam memutuskan pembiayaan kepada masyarakat (Mokhtar et 
al, 2005 dalam Mares Suci Ana Popita, 2013). Dalam memberikan pembiayaan 
bank menerapkan prinsip kehati-hatian (Frudential Banking System) guna 





dalam Undang-undang Perbankan.  Dalam proses pemberian pembiayaan bank 
menerapkan prinsip kehati-hatian (Frudential Banking System) dengan cara 
menerapkan SOP (Standar Operasional Pemberian Pembiayaan) yang berisi 
langkah-langkah yang diterapkan oleh bank. Selain penerapan SOP yang benar 
pada saat proses pemberian pembiayaan, bank juga mesti menerapkan prinsip 
kehati-hatian (Frudential Banking System) yaitu melarang beberapa pemberian 
pembiayaan (Artikel 230 PT. Bank Mandiri). Apabila calon nasabah tidak 
bersedia menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh bank sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, pemberian pembiayaan kepada debitur yang pernah 
mengalami pembiayaan macet, pembiayaan kepada mantan nasabah yang 
pelunasanya dilakukan secara tidak normal (Umar, 2008). Penerapan prinsip 
kehati-hatian ini merupakan langkah awal untuk menekan angka pembiayaan 
bermasalah serta melahirkan pembiayaan sehat dalam artian tepat waktu dan tepat 
jumlah. 
       Kegiatan bank sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dalam bentuk 
pembiayaan mengadapi berbagai risiko yang sangat perlu diperhatikan. Salah 
satunya ialah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan  adalah kegagalan 
pembiayaan yang diberikan oleh bank, dimana debitur tidak melakukan kewajiban 
atas pinjamanya. Bank harus mampu mengelola risiko tersebut agar tidak 
mengakibatkan pembiayaan bermasalah yang bisa merugikan bank. Pembiayaan 
merupakan produk perbankan syariah yang memiliki risiko  tinggi.  Hal ini 
relevan dengan yang diungkapkan oleh pihak Bank Muamalat Cabang Makassar 





perbankan. Namun hal tersebut perlu di perhatikan demi menekan angka 
pembiayaan bermasalah yang terjadi pada perbankan syariah (Lestari. M.N dan 
Setiawati, 2018). Non Performing Financing (NPF) adalah salah satu indikator 
pembiayaan bermasalah tentunya hal tersebut sangat perlu untuk diperhatikan 
sebab sifatnya yang fluktuatif. Non Performing Financing (NPF) adalah salah satu 
alat penilaian kinerja bank syariah yang menjadi  tafsiran penilaian aktiva 
produktif, terkhusus dalam pembiayaan bermasalah (Popita. 2013). 
       Tunggakan angsuran pembiayaan masih menjadi masalah yang harus di 
hadapi dengan serius oleh perbankan di Indonesia Menurut Bank Indonesia 
(2015), jumlah tunggakan pembayaran perbankan Indonesia pada semester  I  
2015 berada pada kisaran angka 11,58%. tunggakan sebesar itu tentunya sangat 
berpengaruh terhadap profitabilitas sebuah perbankan. Selain itu perlambatan 
pertumbuhan pembiayaan juga akan berpengaruh terhadap peningktan jumlah Non 
Performing Financing (NPF). 
        Pembiayaan dikatakan masuk kategori Non Performing Financing (NPF) 
apabila menempati tingkat kolektabilitas nasabah pembiayaan ke 3 (kurang 
lancar), ke 4 duragukan dan ke 5 (Macet). penyebab terjadinya masalah tersebut 
disebabkan oleh beberapa Permasalahan baik eksternal maupun internal. 
Permasalahan eksternal bisa disebabkan karena sikap dari nasabah itu sendiri, 
kondisi perekonomian serta keuangan. sedangkap Permasalahan internal terjadi 
akibat sistem dan prosedur, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan 





       Salah satu pembiayaan jual beli di bank syariah adalah Murabahah. 
Murabahah merupakan transaksi jual beli barang terdiri atas harga perolehan 
ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Penjual harus transparan 
mengenai harga produk yang dibeli dan menentukan keuntungan sebagai 
tambahannya (Rejeki, 2013). Akad pembiayaan murabahah berkontribusi sebesar 
58%  dari seluruh total pembiayaan perbankan di Indonesia(Lestari dan Setiawan. 
2018). Pembiayaan murabahah ini terdiri atas dua jenis, yaitu murabahah pesanan 
dan tanpa pesanan. Murabahah tanpa pesanan merupakan akad murabahah di 
mana pihak bank  tetap menyediakan produk ada atau tanpa pesanan sekalipun. 
Biasanya model akad ini terjadi pada trilogi bisnis antara pihak bank, nasabah, 
dan developer perumahan atau jenis bisnis lainya yang sejenis. Sedangkan 
murabahah dengan pesanan adalah jenis akad murabahah di mana bank akan 
bertindak bilamana ada permintaan eksekusi dari nasabah. Salah satu contohnya 
adalah ketika nasabah ingin membeli sebuah produk dengan menggunakan produk 
pembiayaan perbankan.  
       Akad murabahah ini bukannya tanpa celah. Masalah ini biasanya terkait 
dengan margin dan kemungkinan atau resiko terjadinya masalah pembiayaan 
dikemudian hari yang dilakukan oleh nasabah. Dimana pembiayaan ini umumnya  
dilakukan dengan cara nasabah mengangsur cicilanya. Dari cara mengangsur 
itulah muncul masalah-masalah jika dari sisi nasabah dapat berupa keterlambatan 
nasabah dalam membayar angsuran, ketidakmampuan nasabah dalam membayar 
angsuran hingga nasabah yang tidak membayar angsuran karena tidak adanya 





bermasalah memberikan dampak buruk terhadap kesehatan likuiditas bank dan 
kemudian akan menyebabkan menurunya tingkat kepercayaan para nasabah.      
Dengan adanya problem tersebut tentunya pihak bank mengambil sikap tegas 
dengan memberikan sanksi kepada nasabah, namun dengan pemberian sanksi 
tersebut pihak bank justru menuai permasalahan yang lain tak kalah rumitnya 
sebab masyarakat memiliki asumsi tentang pengenaan sanksi yang diberikan oleh 
pihak bank. Namun, dalam beberapa kasus, banyak pihak melihat bahwa 
pemberian sanksi yang melewati batas, tanpa meninjau dulu penyebab pengenaan 
sanksi, terlebih ada pula bank yang menyamarkan denda dengan cara 
menjadikanya sebagai biaya administrasi dimana jumlahnya sama dengan jumlah 
cicilan terlebih  apabila sanksi tersebut tidak dimasukkan ke dana sosial 
sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional, tetapi justru dimasukkan ke 
pendapatan lain-lain yang penting bisa menggenjot pendapatan bank 
(Fidyaningrum dan N. Jannah, 2016). Pembiayaan bermasalah juga menjadi 
perhatian berbagai pihak, dalam dunia akademik ikut memberikan kontribusi 
dengan banyaknya penelitian yang dilakukan mengenai permasalahan pembiayaan 
bermasalah yang banyak ditemukan di jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. 
        Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti ingin 
menelisik lebih dalam dan menuangkanya dalam bentuk karya ilmiah yang “ 
Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank 








B. Rumusan Masalah 
        Berdasarkan pada penjelasan latar belakang yang telah duraikan di atas 
rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu  sebagai berikut: 
1. Bagaimana pembiayaan murabahah bermasalah dapat terjadi pada Bank 
Syariah di Indonesia? 
2. Bagaimana metode penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang 
dilakukan oleh Bank Syariah di Indonesia? 
3. Bagaimana pemnyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah merujuk 
pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia? 
4. Bagaimana kesesuaian penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah 
yang dilakukan oleh Bank Syariah dengan metode yang diatur dalam Fatwa 
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia? 
C. Fokus dan Deskripsi Penelitian 
       Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian 
yang sedang dilakukan, dengan penelitian ini, peneliti akan fokus terhadap 
penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan wawancara serta 
pemetaan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pembatasan 
ini penting guna memperjelas arah penelitian agar sesuai dengan koridor atau 







D. Penelitian Terdahulu 
       Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan tentang penyelesaian 
pembiayaan bermasalah baik dalam perbankan maupun lembaga keuangan lainya.  
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
No. Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 






Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dalam menyelesaikan 
pembiayaan bermasalah bank 





restructuring (penataan kembali). 
Namun seandainya ketiga upaya 
restrukturisasi tersebut ternyata 
tidak berhasil, maka bank syariah 
dapat melakukan penyelesaian 
pembiayaan bermasalah melalui: 
penyitaan barang jaminan, badan 
arbitrase syariah nasional, dan 
penyelesaian lewat mitigasi.  
2. Azharsyah Ibrahim, 




bermasalah di Bank 
Syariah : Kajian Pada 
Produk Murabahah di 
Bank Muamalat 
Indonesia Banda Aceh 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Permasalahan penyebab 
pembiayaan bermasalah berasal 
dari 1) nasabah, 2) internal bank 
dan 3) Permasalahan fiktif. Teknik 
penyelesaian dilakukan dengan 
metode on the spot, somasi, 
penagihan, restrukturisasi, penualan 
jaminan, dan melakukan write off 















- Apabila nasabah tidak dapat 
melunasi pembiayaanya maka 
obyek atau jaminan dapat 
dijual oleh nsabah melalui 
LKS, setelah hasil penjualan 
didapat maka nasabah harus 
melunasi sisa hutangnya 
kepada LKS, apabila hasil 





Kasus Pada BMT 
Karisma Kota 
Magelang) 
maka LKS wajib 
mengembalikanya namun 
apabila hasil penjualan lebih 
kecil maka sisanya tetap 
menjadi hutang nasabah. 
- strategi penyelesaian 
pembiayaan bermasalah yang 
ditempuh oleh BMT Kharisma 
Kota  
- Magelang yaitu dengan 
langkah persuasif yaitu 
pendekatan kepada anggota 
melalui kunungan ketempat 
anggota. alur hukum dan juga 
melalui lelang agunan. 








Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa manajemen penyelesian 
pembiayaan bermasalah dapat 
dilakukan dengan: pertama, 
menerapkan standar pengendalian 
risiko, pencegahan risiku juga dapat 
dilakukan dengan menganalisa 
karakter yaitu penilaian terhadap 
karakter calon penerima 
pembiayaan. Capacity yaitu 
penilaian kemampuan penerima 
pembiayaan untuk melakukan 
pembayaran. Kedua, dapat 
dilakukan dengan langkah-langkah 
(1) penjadwalan ulang, (2) 
persyaratan kembali, (3) penataan 
kembali, (4) Penyelesaian melalui 
jaminan, dan (5) Penghapus 
bukuan. 
5. Shobirin (2016). Penyelesaian 
Pembiayaan 
Murabahah 
Bermasalah Di Bitul 
Maal Wa Tamwil 
(BMT). 
Dengan cara identifikasi 
permasalahan, menetapkan kondisi 
pembiayaan yang meliputi besarnya 
pembiayaan, b.  Pentingnya 
masalah yang ditangani, tindakan 
penagihan dan perjanjian kepada 
nasabah. c. Tidandakan 
penyelesaian atau penyelamatan. d. 
Kemudian melakukan surat 
peringatan I, II, III, serta peringatan 
digunakan secara bertahap, e. 





lelang eksekusi jaminan. 
 
E. Tujuan Penelitian 
       Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pembiayaan murabahah bermasalah dapat terjadi pada Bank 
Syariah di Indonesia? 
2. Bagaimana metode penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang 
dilakukan oleh Bank Syariah di Indonesia? 
3. Bagaimana pemnyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah merujuk 
pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia? 
4. Bagaimana kesesuaian penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah 
yang dilakukan oleh Bank Syariah dengan metode yang diatur dalam Fatwa 
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia? 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis  
       Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, serta dapat memberikan 
kontribusi pemikiran serta bermanfaat dalam upaya peningkatan kualitas 
perbankan syariah itu sendiri. Serta penelitian ini mencoba mengkaji 
bagaimana bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah 
bermasalah. 
2. Manfaat Praktis 
       Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan 





stigma di masyarakat bahwa penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah 
di Bank Syariah telah sesuai dengan prosedur syariah yaitu mengacu pada 






A. Shariah Enterprise Theory 
       Shariah enterprise theory merupakan teori yang pertama kali dicetuskan oleh 
Iwan Triyuwono pada tahun 1999. Shariah enterprise theory merupakan nilai 
pengembangan yang didalamnya mengandung nialai-nilai keislaman. Enterprise 
theory pada mulanya hanya melingkupi aspek sosial dan pertanggungjawaban 
(Triyuwono, 2019). Kemudian dilakukan pengembangan guna lebih mendekatkan 
lagi dengan syariah, hingga akhirnya diperoleh bentuk teori yang dikenal dengan 
istilah Shariah Enterprise Theory (SET) (Triyuwono, 2019). 
       Dalam teori Shariah Enterprise Theory pada dasarnya mendekatkan agar 
segala bentuk putusan dan tindakan yang diambil dapat diselaraskan dengan nilai-
nilai keislaman yang kaffah. Jika kemudian diintegrasikan dengan permasalah 
pembiayaan bermasalah maka teori ini ingin menekankan agar penyelesaian 
masalah tersebut dilakukan  dengan pendekatan nilai-nalai islam. Secara umum 
Syariah Enterprise Theory ini berisi tiga nilai penting, yaitu pertanggungjawaban 
secara vertikal kepada Allah SWT, pertanggungjwaban kepada manusia dan 
pertanggungjawaban kepada institusi atau lembaga. Dalam hal ini pembiayaan 
bermasalah harus diselesaikan dengan memperhatikan  hubungan antar sesama 
manusia dalam hal ini nasabah dan debitur, hubungan manusia dengan lembaga 








1. Pengertian Pembiayaan  
       Dalam masyarakat di  kenal istilah utang-piutang, tak hanya itu selain 
untang-piutang juga dikenal istilah kredit yang digunakan dalam bank 
konvensional beda halnya dalam perbankan syariah yang menyebutnya sebagai 
pembiyaan. Dalam proses utang-piutang yaitu suati ttransaksi dimana ada 
pihak yang meberikan pinjaman kepada pihak yang lain, istilah utang, kredit 
dan pembiayaan tidak jauh berbeda menurut persepsi masyarakat. 
       Dalam pembiayaan tentunya berkaitan dengan aktivitas bisnis. Maka dari 
itu, maka dari itu penting untuk kita mengetahui arti dari bisnis itu sendiri. 
Bisnis adalah aktivitas yang dilakukan guna untuk menambah nilai baik itu 
melalui proses perdagangan, jasa ataupun produksi. Dengan istilah lain, bisnis 
merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang 
jasa, perdagangan dan industri guna mengoptimalkan keuntungan (Ilyas, 2015). 
       Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang kemudian 
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan atau bagi hasil. Jadi, prinsip syariah adalah suatu perjanjian 





pihak lainya (nasabah) untuk menitipkan dana dan atau pembiayaan untuk 
kegiatan usaha ataupun kegiatan lainya yang sesuai dengan prinsip syariah. 
Pembiayaan menurut keputusan presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang 
Lembaga Pembiayaan pasal 1 butir 2 terdapat sedikit perbedaan yaitu terletak 
pada kegiatan yang berbentuk penyediaan dana atu barang modal dengan tidak 
menarik dana secara langsung. Terdapat perbedaan antara keduanya mengenai 
istilah tersebut yaitu pada UU Nomor 10 Tahun 1998 dimana yang menjadi 
objek yaitu uang, sedangkan menurut keputusan presiden nomor 61 Tahun 
1998 pasal 1 butir 2 dimana yang menjadi objek adalah uang dan barang 
modal. 
       Istilah pembiayaan pada dasarnya ialah i believe, i trust, saya percaya, saya 
menaruh kepercayaan. Istilah pembiayaan yang berarti (trust) berarti lembaga 
pembiayaan menaruh kepercayaan kepada nasabah untuk melaksanakan 
amanah yang telah diberikan. Dimana dana tersebut digunakan dengan adil, 
benar dan harus disertai ikatan serta syarat-syarat yang jelas dan tidak ada  
pihak yang dirugikan (Ilyas, 2015). Sedangkan menurut Undang-undang 
Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, dimana pembiayaan adalah 
penyediaan dana atau taguhan yang dipersamakan dengan itu berupa: 
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 
bentuk ijarah mutahiya bit tamlik. 
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna. 





e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah  untuk transaksi multi 
jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan 
atau unit usaha syariah dengan pihak yang lain dimana mewajibkan 
pihak yang dibiayai diberikan fasilitas untuk mengembalikan dana 
sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah , tanpa 
imbalan atau bagi hasil (Ridwan dan muhammad, 2014). 
2. Jenis-jenis Pembiayaan 
       Jenis-jenis pembiayaan dapat kita lihat berdasarkan beberapa aspek yaitu 
tujuanya, jangka waktu, jaminan dan orang yang akan menerima dan atau 
memberi pembiayaan. Adapun pembiayaan menurut tujuanya dibagi atas dua, 
yaitu sebagai berikut: 
a. Menurut tujuanya, pembiayaan dibagi atas dua, yaitu: 
b. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang diberikan dengan tujuan 
untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti pengembangan usaha, baik 
produksi, perdagangan ataupun investasi. Adap un menurut 
keperluanya, pembiayaan produktif terbagi atas dua, yaitu: 
1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 
pemenuhan kebutuhan; 
2) Pengembangan produksi, baik dari segi kuantitatif yaitu jumlah 
produksi yang dihasilkan, maupun secara kualitatif yaitu 
peningkatan mutu hasil dari produksi; 
3) Untuk keperluan perdagangan ataupun peningkatan utulty of place 





4) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barng-
barang modal (Syafi’i Antonio). 
c. Pembiayaan konsumtif yaitu suatu pembiayaan yang digunakan guna 
memenuhi kebutuhan konsumsi dimana akan habis digunakan umtuk 
memenuhi kebutuhan. Secara garis besar produk pembiayaan 
berdasarkan hukum ekonomi syariah terbagi atas empat kategori lalu 
dibedakan atas tujuan penggunaanya: 
1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (Ba’i)  
         Prinsip juala beli (Ba’i) adalaha sebuah prinsip yang digunakan 
karena dengan adanya perpindahan hak milik barang atau benda 
(Tranfer Of Property), dimana tingkat keuntungan ditentukan diawal 
dan menjadi harga atas barang yang akan dijual. Adapun trasaksi jual 
beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan jangka waktu 
penyerahanya yaitu sebagai berikut: 
a) Pembiayaan Murabahah 
       Murabahah merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli 
barang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan yang telah 
disepakati. Dalam murabahah sendiri pihak penjual harus 
transparan atas harga produk yang ia beli dan menyepakati 
keuntungan sebagai tambahanya (Syauqoti dan Ghozali. M, 2018). 
Adapun cara dalam pembiayaan murabahah dilakukan dengan dua 






b) Pembiayaan Salam 
       Salam adalam pembelian suatu barang dimana penyerahnya 
dilakukan di kemudian hari dan pembayaranya dilakukan di awal. 
Dalam kaidah fiqh salam disebut juga sebagai salaf . Secara 
etimologi keduanya memiliki makna yang sama, dimana keduanya 
melakukan pembayaran di awal dan barangnya diserahkan di 
kemudian hari. Kata salam umumnya digunakan oleh kalangan 
Hijaz, sedangkan salaf  digunakan oleh kalangan Irak (Hasan, 
2002). 
c) Pembiayaan Istishna’ 
    Istishna adalah akad jual beli pesanan yaitu antara nasabah 
(pembeli) dengan bank (penjual)  dimana dalam akad ini 
spesifikasi dan harga barang yang dipesan disepakati di awal akad 
sedangkan pembayaranya dilakukan secara bertahap sesuai dengan 
kesepakataan yang ditetapkan.pembiayaan ini biasanya 
diperuntukan untuk sebuah perusahaan yang memiliki pesanan 
namun terkendala modal untuk memproduksi pesanan tersebut. 
a) Pembiayaan Ijarah 
         Ijarah merupakan salah satu produk pembiaayaan bank 
syariah di mana transaksi yang dilakukan berupa sewa-menyewa 
atas suatu barang dan atau upah mengupah dalam jasa dengan 
jangka waktu tertentu pembayaranya dilakukan dengan cara sewa 





pemindahan hak guna terhadap suatu barang atau jasa dengan 
mekanisme pembayaran melalui upah sewa, namun tidak diiikuti 
dengan pemindahan hak milik atas barang tersebut(Umam dan 
Utomo. B. D, 2017). 
1) Berdasarkan prinsip bagi hasil 
      Adapun jenis produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan 
prinsip bagi hasil yaitu sebagai berikut: 
a) Musyarakah 
       Musyarakah berasal dari kata syirkah. Dimana secara bahasa 
ialah al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Adapun 
maksud dari percampuran ialah seseorang yang mencampurkan 
hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan 
(Cahyani, 2013 dalam  Almunawwaroh,M. 2017). Menurut PSAK 
106 tentang akuntasi musyarakah menjelaskan bahwa musyarakah 
adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih 
untuk membuat suatu usaha, dimana setiap pihak memberikan 
kont ribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang 
diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan apabila 
usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka akan dibagi 
berdasarkan porsi dana. Pembiayaan dengan prinsip musyarakah 
diperbolehkan menurut syariah sesuai denga hadits Rasulullah, 
dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda: aku pihak ketiga dari dua 





pihak lainya (HR. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al-Buyu’ 
dan Hakim). 
b) Pembiayaan Mudharabah 
        Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah suatu perjanjian 
untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal berasal dari 
salah satu pihak dan kemudian usaha dilakukan oleh pihak yang 
lain. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah 
dibagi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati pada saat 
kontrak dilakukan, sedangkan apabila dalam prosenya terjadi 
kerugian maka hal tersebut akan ditanggu oleh pemilik modal 
selama kerugian tersebut terjadi bukan karena akibat pihak 
pengelola (Dharma. Y dan Pristianda. A, 2018). Adapun 
mudharabah dibedakan atas dua jenis yaitu mudharabah mutlaqah 
dan mudharabah muqayyadah. (Qomar, 2018). Perbedaan 
keduanya yaitu mudharabah mutlaqah adalah akad kerjasama 
antara shahibul mal dan mudharib tanpa adanya pembatasan 
spesifikasi jenis usaha yang akan dilakukan, sedangkan 
mudharabah muqayy  adah sebaliknya ia dibatasi oleh jenis usaha 
waktu dan tempat. Adapun akad ini bisa diterapkan untuk 
pembiayaan modal kerja maupun investasi khusus. Dalam 
mudharabah terdapat penggabungan yaitu antara kemampuan 
dalam mengelola bisnis dan mengelola keuangan, dalam hal ini 





menyediakan capability usaha, kemudian laba yang dihasilkan 
kemudian akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah 
disepakati. Adapun kerugian yang kelak akan terjadi maka akan 
ditanggung oleh pihak bank dan nasabah disini mengalami 
kerugian dalam hal tenaga dan waktu selama modal pokok tidak 
berkurang. Bila modal pokok berkurang maka nasabah wajib 
mengembalikan dan akan disebut sebagai hutang selama nasabah 
tidak membayarannya. Pembiayaan mudharabah ini apabila 
dijalankan dengan terbuka antara bank nasabah maka bermanfaat 
dalam hal ini menghilangkan kesan antara majikan dan anak 
buahnya. 
c) Pembiayaan dengan menggunakan akad pelengkap 
         Untuk mempermudah jalanya pembiayaan, diperlukan 
beberapa akad pelengkap. Tujuan dari akad pelengkap ini adalah 
untuk mempermudah jalanya pembiayaan. Adapun jenis-jenis 
akad pelengkap yaitu sebagai berikut : 
 Hawalah (Alih hutang-piutang)  
       Secara etimologi hawalah berarti “Mengalihkan” atau 
“memindahkan”. Dalam istilah fiqh hawalah berarti pemindahan 
hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menaggung 
hutang(Mahmuda, 2018). Dalam hawalah terjadi perpidahan hak 





hutang sendiri diperbolehkan oleh syariah dan telah dilakukan 
oleh kaum muslimin sejak pada zaman Nabi hingga saat ini.  
 Rahn (gadai) 
        Rahn merupakan suatu perjanjian penyerahan barang yang 
menjadi agunan atau sebagai jaminan atas pelunasan pembiayaan 
yang diberikan oleh pihak bank. Adapun barang yang menjadi 
agunan disebut sebagai al-marhun, dan pihak yang memberikan 
jaminan disebut ar-rahin, dan pihak yang memperoleh jaminan 
atau yang memegang jamina n disebut sebagai al-murtahin. 
Ulama mazhab maliki mendefinisikan rahn sebagai harta yang 
dijadikan pemiliknya sebagai jaminan untang yang sifatnya 
mengikat. Adapun rahn di tangan al-murtahin hanya berfungsi 
sebagai jaminan utang dari ar-rahin. Adapun jika suatu saat rahn 
yang digunakan untuk menjamin utang dapat digunakan sebagai 
sumber pelunasan pabila sewaktu-waktu tidak dapat dilunasi oleh 
yang berutang. Dalam hal ini apabila orang yang berutang tidak 
dapat membayar utangnya, maka agunan tersebut dijual dan hasil 
penjualan digunakan untuk melunasi utang tersebut. 
 Qard (penyediaan dana tagihan) 
        Qard merupakan penyediaan dana yang dilakukan oleh pihak 
bank dengan pihak peminjam dimana pihak peminjam diwajibkan 





mengangsur berdasarkan jangka waktu yang telah disepakat (Ilyas, 
2015). 
 Wakalah (perwakilan) 
        Iqbal dan Mirakhor mendefinisikan bahwa akad wakalah 
berarti menunjuk seseorang atau suatu badan hukum untuk 
bertindak atas nama orang lain atau sebagai perwakilan seseorang. 
Jadi dapat disimpulakn bahwa wakalah ialah mewakilkan atau 
melimpahkan tugas kepada orang lain namun yang perlu digaris 
bawahi ialah  orang yang diberikan limpahan tetap harus 
melakukanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pihak 
yang melimpahka. 
 Kafalah (garansi) 
         Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) kafalah adalah 
jaminan yang diberikan oleh penaggung (kafiil) kepada pihak 
ketiga untk memeuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang 
ditanggung (makful’anhu, ashil). Menurut Bank Indonesia kafalah 
adalah akad pemberian jaminan (makfil alaih) yang diberikan oleh 
suatu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (kafiil)  
bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang 
menjadi hak penerima jaminan (makful). 
a. Dasar hukum pembiayaan 





ٍْىَُكْم ثِبْنجَبِطِم إَِلَّ أَْن رَُكوَن رَِجبَزحً َعْه رََساضٍ  ْْزُهُوا ٌَب أٌَُّهَب انَِّرٌَه آَمىُوا ََل رَأُْكهُوا أَْمَوانَُكْم ثَ ََل رَ َ  ِمْىُكْم  
َ َكبَن ثُِكْم زَ  ِحًٍمبأَْوفَُسُكْم  إِنَّ َّللاَّ  
Terjemahan:  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama 
kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniangaan yang 
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang 
kepadamu. (QS. An-nisa :29) 
2)  Firman Allah tentang pembiayaan atau hutang juga terdapat dalam surat 
Al-Baqarah Ayat 280: 
ٌٍْس نَُكْم ۖ إِْن ُكْىزُْم رَْعهَمُ  قُوا َخ أَْن رََصدَّ َ ٍَْسَسٍح   إِْن َكبَن ُذَ ُعْسَسٍح فَىَِظَسحٌ إِنَٰى َم ونَ َ  
Terjemahan:  
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah 
tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu 
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika 
kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah: 280). 
 
3) Dalam kaidah fiqih dijelaskan bahwa: 
ٍْمٍ  ثَبَحخُ إَِلَّ ثَِدنِ اْْلِ َ ِط فًِ اْنُمَعبَمالَِد اْنِحمُّ  َْ ُس  ْاألَْصُم فًِ انشُّ
Terjemahan:  
Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan 
diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (alhikmah.ac.id). 
4) Syarat Sahnya pembiayaan 
Sebelum melakukan suatu pembiayaan, hal utama yang perlu dilakukan 
ialah membuat perjanjian atau akad. Di dalam pasal 1320 KUH Perdata 
terdapat 4 syarat suatu perjanjian dikatakan sah, yaitu : 
a. Sepakat mereka yang mengikat diri (sighat al-aqd). 
        Sepakat yang dimaksud di sini ialah apa yang dikehendaki oleh 





tidak sah apabila ada unsur keterpaksaan (dwang/ikrah), kekhilafan 
(dwaling/ghalath) atau penipuan (bedrog/taghrir-tadlis). 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
       Dijelaskan dalam KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang adalah 
cakap untuk membuat suatu perikatan. Dalam pasal 1330 KUH 
Pertdata, orang-orang yang tidak cakap  membuat suatu perjanjian 
adalah: 
1) Orang yang belum dewasa. 
2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. 
3) Perempuan yang dalam hal ini ditetapkan oleh undang-undang dan 
pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah 
melarang membat perjanjian tertentu. 
4) Suatu hal tertentu (mahal Al-aqd/ Al-ma’qud alaih) 
Maksud dari hal tertentu ialah mengenai hak-hak serta kewajiban 
para pihak yang harus dapat disepakati dengan jelas dalam 
perjanjian yang bersangkutan, misalnya: dalam perjanjian 
pembiayaan harus dicantumkan secara jelas mengenai hal-hal yaitu 
sebagai berikut: 
a. Maksimum pembiayaan yang diberikan (plafond pembiayaan). 
b. Tujuan pemberian pembiayaan. 
c. Tanggal jatuh tempo pembiayaan. 
d. Kewajiban nasabah yang menerima fasilitas untuk melunasi 





pembiayaan yang diberikan bank ataupun koperasi 
(Wangsawidjaja, 2010 50-52). 
e. Suatu sebab yang halal (maudhu’ al-aqd) 
        Sebab yang halal yang dimaksud ialah apa yang menjadi 
tujuan bersama atau apa yang dikerjakan para pihak yang yang 
mengadakn perjanjian tersebut bukan sesuatu yang dilarang oleh 
undang-undang, dan tidak melanggar kesusilaan. 
5) Proses pengajuan pembiayaan 
        Menurut Muhammad Ali prosedur adalah tata cara kerja atau cara 
menjalankan suatu pekerjaan. Dalam menjalankan sebuah prosedur, terdapah 
etika atau aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Hal tersebut bertujuan 
agar apa yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien juga 
untuk menghindari risiko yang kemudian akan muncul.  
       Dalam pelaksanaanya, pembiayaan memiliki beberapa prosedur yang 
harus dipatuhi yaitu sebagai berikut: 
a. Persiapan 
Pada tahap persiapan pembiayaan merupakan tahap awal yang 
sangat penting terutama bagi pihak nasabah yang notabenenya pertama 
kali mengajukan permohonan pembiayaan. Dalam hal ini tentu pihak 
lembaga akan menggali informasi mengenai nasabah, dengan cara 
wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Informasi tersebut 
harus memiliki gambaran yang valid mengenai kondisi usaha nasabah 





diminta, tujuan penggunaan dari pembiayaan, lokasi usaha, jaminan, dan 
kelengkapan surat-suratnya serta peralatan yang dimiliki. Pihak bank akan 
memberikan formulir permohonan pembiayaan pada calon nasabah 
dimana berisi keterangan mengenai informasi yang diperlukan. 
 Laporan permohonan pembiayaan memuat hal-hal sebagai berikut: 
1) Keterangan mengenai permohonan pembiayaan yang diminta. 
2) Hubungan kredit dimasa lalu. 
3) Keterangan tentang pembiayaan yang diminta. 
4) Gambaran usaha. 
5) Rencana atau proyek usaha 3 tahun kedepan bilamana pembiayaan 
diberikan. 
a. Analisis Pembiayaan 
Analisis pembiayaan sendiri dilakukan oleh Account Officer 
suatu lembaga keuangan level jabatanya berada pada level seksi atau 
commite yang memiliki tugas untuk menganalisis permohonan 
pembiayaan nasabah. Analisis dilakukan guna mencapai sasaran dan 
aman. Dalam tahap ini terdapat beberapa penilaian mendalam mengenai 
kondisi usaha nasabah yaitu meliputi aspek sebagai berikut: 
1) Aspek manajemen dan organisasi 
2) Aspek pemasaran 
3) Aspek keuangan 
4) Aspek hukum 





6) Aspek sosial ekonomi  
b. Analisis Pembiayaan Dalam Praktik 
       Analisis untuk pembiayaan merupakan suatu hal yang penting 
untuk merealisasi pembiayaan. Analisis dilakukan oleh aparat khusus 
yang pada dasarnya untuk meneliti apakah usaha tersebut telah 
memenuhi prinsip syariah atau tidak serta bertujuan untuk: 
1) Menilai kelayakan usaha calon nasabah 
2) Meminimalisir atau menekan risiko akibat tidak terbayarnya 
pembiayaan. 
3) Menghitung kebutuhan pembiayaan layak  
c. Tahap Keputusan Pembiayaan 
       Dalam tahap keputusan pembiayaan pihak bank melalui pemutus 
pembiayaan, baik berupa seorang pejabat yang di amanahkan untuk 
memutuskan apakah pembiayaan tersebut layak untuk diberkan 
pembiayaan atau tidak, maka permohonan tersebut harus segera ditolak. 
Penolakan biasanya dilakukan secara tertulis dengan disertaii beberapa 
alasan secara diplomatis namun cukup jelas. Sebab bilamana 
permohonan dikabulkan, maka segera dituangkan di dalam surat 
keputusan pembiayaan. Biasanya disertai beberapa syarat tertentu yaitu 
sebagai berikut: 
1) Nama dan alamat perusahaan 
2) Nama pemilik 





4) Tujuan penggunaan 
5) Jangka waktu 
6) Cara penarikan 
7) Cara pengambilan 
8) Margin 
9) Masa tenggang 
10) Jaminan yang diberikan serta nilainya 
11) Pengikat jaminan dan syarat lainya. 
Dan di akhir surat dicantumkan tanda tangan dan nama jelas, dilengkapi 
dengan tempat adan tanggal penandatanganan dilakukan. Pemutus 
pembiayaan adalah seorang pejabat bank atau komite khusus yang 
diberi tanggungjawab untuk tugas tersebut. Kewenangan dalam 
memutus belum tentu sama dengan yang lainya tergantung dari tingkat 
jabatan kedudukan serta pangkatnya. 
C. Pembiayaan bermasalah  
1. Pengertian 
Pembiayaan merupakah produk perbankan syariah yang memiliki risiko 
yang cukup tinggi apabila nasabah tak mampu membayar angsuranya, 
akibatnya terjadilah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah 
suatu kondisi dimana nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh 
jumlah uang dari jumlah yang disepakati dengan waktu melampaui batas 





Dalam(Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Pasal 12 ayat 3)  
praktik perbankan kualitas pembiayaan terbagi atas 5 kategori: 
a. Lancar apabila nasabah mampu membayar angsuran sesuai dengan 
jumlah dan waktu yang telah disepakati. 
b. Dalam perhatian khusus yaitu suatu kondisi dimana nasabah 
menunggak namun tak melampaui 90 hari. 
c. Kurang lancar yaitu dim ana nasabah tidak membayar angsuran 
melebihi 90 hari. 
d. Diragukan yaitu apabila terdapat tunggakan selama 180 hari. 
e. Kredit macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok beserta bunga 
yang melampaui 270 hari. 
Contoh kriteria penilaian kualitas pembiayaan dari segi 
kemampuan bayar berdasarkan kelompok produk pembiayaan (Djamil,F. 
2014). 
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2. Dasar Hukum 
a. Firman Allah SWT tentang pembiayaan bermasalah terdapat 
dalam Q.S yusuf ayat 67 
َمب  َ قٍَخ ۖ  اْدُخهُوا ِمْه أَْثَواٍة ُمزَفَسِّ َ اِحٍد  َ ًَّ ََل رَْدُخهُوا ِمْه ثَبٍة  قَبَل ٌَب ثَىِ ِ ِمْه َ أُْغىًِ َعْىُكْم ِمَه َّللاَّ
هُونَ  ِم اْنُمزََوكِّ ًِ فَْهٍَزََوكَّ ٍْ َعهَ َ ْهُذ ۖ  ًِ رََوكَّ ٍْ ِ ۖ َعهَ ٍء ۖ إِِن اْنُحْكُم إَِلَّ ّلِِلَّ ًْ  َش
Terjemahan: 
Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-





gerbang yang berlain-lain; namun demikian aku tiada dapat melepaskan 
kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. Keputusan 
menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku 
bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang 
bertawakkal berserah diri". 
3. Permasalahan-Permasalahan Pembiayaan Bermasalah 
Adapun Permasalahan-Permasalahan yang menyebabkan terjadinya 
pembiayaan bermasalah disebabkan oleh tiga unsur yaitu (1) puhak bank 
(kreditur), (2) debitur, (3) diluar pihak debitur dan kreditur. Permasalahan 
kreditur ialah Permasalahan yang disebabkan oleh kinerja dari bank yang 
sifatnya mikro, sedangkan dalam Permasalahan debitur  yaitu pihak pengguna 
dana bersifat makro. 
4. Langkah penyelesian pembiayaan bermasalah 
       Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalh ada beberapa hal yang dapat 
dilakukan oleh pihak bank yaitu rescheduling, reconditioning, restructuring, 
penyelesaian melalui barang jaminan serta penghapusbukuan. 
a. Penjualan (rescheduling) yaitu merubah jadwal pembayaran nasabah 
ataupun merubah jangka waktu pembayaranya. 
b. Persyaratan kembali (reconditioning) ialah perubahan seluruh atau 
sebagian prasyarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal 
pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian ptpngan 
sepanjang tidak megubah saldo pembiayaan atau piutang. 
c. Penataan kembali (restructuring) diberikan kepada nasabah yang 
kesulitan dalam membayar angsuranya yaitu pokok dan bunga kredit 





kewajiban setelah restrukturisasi dilakukan (Peraturan Bank Indonesia 
Nomor: 7/2/PBI/2005 Pasal 1). 
d. Eksekusi jaminan, jaminan diinterprestasikan sebagai jaminan kepastian 
hukum kepada pihak bank artinya bahwa barang yang dijaminka oleh 
nasabah harus siap apabila sewaktu-waktu akan dieksekusi gunanya 
ialah untuk melunasi hutang nasabah. 
e. Penghapusbukuan gunanya ialah untuk mengeluarkan rekening aset 
yang sudah tidak produktif  dari pembukuan. Namun meski telah 
dihapus hal itu hanya bersifat administratif sehingga penagikan 
terhadap nasabah tetap dilakukan. 
D. Akad Murabahah 
1. Pengertian 
       Murabahah adalah sebuah pergeseran kepemilikan sesuatu yang dimiliki 
kemudian dijual dengan harga pertama lalu diberikan sedikit tambahan 
keuntungan. Dari definisi diatas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya intinya 
adalah sama, bahwa murabahah adalah suatu kegiatan jual beli dimana pihak 
penjual harus transparan atas harga pertama dari barang tersebut kepada 
pembeli dan kemudian ditambahkan keuntungan atas penjualan tersebut 
berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan dan kesepakatan antara nasabah 
dengan pihak bank (Hitam, 2015). 
       Dalam pembiayaan murabahah bank yang bertindak sebagai pemilik dana 
membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabha 





dengan menambahkan keuntungan. Lalu nasabah mengembalikan dana tersebut 
dengan cara mengangsur atau cicil setiap bulanya sesuai dengan apa yang telah 
disepakati oleh keduanya. 
       Murabahah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa aka murabahah 
adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menggunakan prinsip 
transparansi dimana harga beli suatu barang harus ditegaskan kepada pihak 
pembeli dan pembeli membayarnya beserta dengan keuntungan yang telah 
disepakati. Dalam Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
murabahah dijelaskan bahwa murabahah adalah menjual suatu barang dengan 
menegaskan harga belinya kepada pembeli kemudian pembeli membayarnya 
dengan harga beserta dengan keuntungan. 
       Berdasarkan uraian di atas tentang murabahah, maka proses transaksi 














2. Dasar Hukum 
       Dalam akad murabahah sendiri ada beberapa acuan yang dapat dijadikan 
sebagai dasar hukum, yaitu sebagai berikut: 
a. Qur’an surah Al-Baqarah: 275 
ثَب   َمبنسِّ ٍَْعَوَحسَّ نهَّهُبْنجَ أََحالَّ َ  
Terjemahan:  
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
 
b. Qur’an surah An-nisa: 29 
ٍْىَُكْم ثِبْنجَبِطِم إَِلَّ أَْن رَُكوَن رَِجبَزحً َعْه رََساضٍ  ْْزُهُوا ٌَب أٌَُّهَب انَِّرٌَه آَمىُوا ََل رَأُْكهُوا أَْمَوانَُكْم ثَ ََل رَ َ  ِمْىُكْم  
َ َكبَن ثُِكْم َزِحًٍمب  أَْوفَُسُكْم  إِنَّ َّللاَّ
Terjemahan:  
“Hai orang-orang yyang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesam kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang 
kepadamu.” 
 
c. Hadis riwayat al-Bazzar dan disahkan oleh Al-Hakim 
َسهََّم ُسئَِم : أَيُّ اْنَكسْ  َ  ًِ ٍْ ُ َعهَ ًَّ َصهَّى َّللاَّ ُ َعىًُْ } أَنَّ انىَّجِ ًَ َّللاَّ ِت أَْطٍَُت ؟ قَبلَ َعْه ِزفَبَعخَ ْثِه َزافٍِع َزِض  : 
ايُ  َ ٍٍْع َمْجُسٍَز { َز ُكمُّ ثَ َ ُجِم ثٍَِِدِي ،  َحًُ اْنَحبِكمُ َعَمُم انسَّ َصحَّ َ اُز  اْنجَزَّ  
Artinya: 
“Bahwa Nabi SAW ditanya: Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhal?, 
Beliau menjawab: pekerjaan seseorang laki-laki dengan tanganya sendiri 
(hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur” 
(https://pengusahamuslim.com) 
d. Prinsip Syariah 
Dalam pengoprasionalanya, perbankan syariah harus mematuhi prinsip-
prinsip sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 





berdasarkan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha tidak mengandung unsur 
yaitu sebagai berikut: 
a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidaj adil. 
b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu yang tak pasti 
dan sifatnya untung-untungan. 
c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak 
diketahui keberadaanya, atai tidak dapat diserahkan pada saat transaksi 
dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. 
d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalama syariah. 
e. Zalim, kyaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak. 
e. Rukun dan Syarat Murabahah 
a. Rukun 
       Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah adalah 
sebagai berikut(Zulkifli, 2003: 40): 
1) Pihak yang berakad (bai’ dan musytari’): 
a) Cakap menurut hukum 
b) Tidak dengan terpaksa 
2) Objek akad (mabi’): 
a) Barang tidak terlarang oleh syara’ 
b) Penyerahan barang dapat dilakukan 
c) Yang berakad memiliki hak penuh 
3) Harga (tsaman): 





b) Keuntungan disepakati bersama 
4) Ijab Kabul (sighat) 
a) Jelas 
b) Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang 
c) Tidak dibatasi waktu 
b. Syarat  
       Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah 
yaitu sebagai berikut (Antonio, 2001: 102): 
1) Penjual harus memberitahu harga pokok pembelian kepada  pembeli; 
2) Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan; 
3) Kontrak bebas dari riba; 
4) Apabila ada kecacatan pada barang pihak penjual harus 
menjelaskannya kepada pihak pembeli; 
5) Pihak penjual harus menyampaiikan segala hal yang berkaitan 
dengan pembelian, misalnya apabila pembelian dilakukan dengan 
cara hutang. 
5. Tujuan Murabahah 
       Menurut al-Marghinani, tujuan dari murabahah adalah untuk melindungi 
konsumen yang tidak berdaya terhadap tipu muslihat para pedagang yang 
curang karena konsumen tersebut tidak memiliki keahlian untuk dapat 
melakukan jual-beli. Seseorang yang tidak memilki keteterampilan untuk 
melakukan pembelian di pasar dengan cara musawwah, seyogianya 





membeli barang yang dibutuhkanya dari dealer tersebut dengan membayar 
harga perolehan deaker tersebut atas barang itu ditambah dengan keuntungan. 
Dengan cara seperti itu, konsumen tersebut akan terpuasakan dan terlindungi 
dari kecurangan (Sjahdeini. S. R, 2014: 226) 
E. Fatwa DSN-MUI 
1. Fatwa 
a. Pengertian 
       Fatwa berasal dari bahasa arab yang artinya nasihat adalah sebuah 
istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan 
dengan hukum Islam. adapun maksudnya ialah sebuah nasihat yang 
diambil oleh suatu lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, yang 
dimana disampaikan oleh seorang ulama, sebagai tanggapan atau jawaban 
atas sebuah pertanyaan. Fatwa sendiri diguanakan dalam kehidupan 
beragama, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu 
keputusan atas suatu persoalan.  
b. Macam-macam bentuk  fatwa 
       Fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dapat 
dikelompokkan kedalam tiga kategori utama yaitu; pertam, fatwa tentang 
kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik; kedua, 
fatwa mengenai masalah ibadah dan masalah yang berkaitan dengan 
sistem keagamaan dan sistem kemasyarakatan, seperti perkembangan 





dan lain sebagainya; ketiga, fatwa yang berkaitang mengenai masalah 
ekonomi Islam dan aktivitas lembaga keuangan syariah.  
       Fatwa dalam bentuk pertama dan yang kedua ditetapkan oleh komisi 
fatwa MUI, sementara fatwa dalam bentuk ketiga ditetapkan oleh Dewan 
Syariah Nasional (DSN-MUI).  
2. DSN-MUI 
a. Pengertian 
       MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya 
masyarakat yang mewadahu ulama, zu’ama dan cendikiawan Islam di 
Indonesia untuk mebimbing, membina dan mengayomi kaum Muslimin di 
seluruh Indonesia berdasarkan Islam yang bertujuan untuk mewujudkan 
masyarakat yang berkualitas (khair ummah), dan jasmaniah yang diridhai 
Allah. (MUI.or.id)  
b. Tugas dan Wewenang 
        Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
merupakana lembaga yang memiliki otoritas yaitu pembuata fatwa dalam 
bidang ekonomi syariah dimana memeiliki beberapa tugas serta 
wewenang. Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang dimuat dalam Bab IV 
Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesi (DSN-MUI) 








1. Tugas Dewan Syariah Nasional ialah: 
a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam 
kegiatan perekonomian pada umunya dan keuangan pada khususnya. 
b) Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan. 
c) Mengeluarkan fatwa atau produk dan jasa keuangan syariah. 
d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan 
2. Wewenang Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut: 
a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di 
masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan 
hukum pihak terkait. 
b) Mengeluarka fatwa yang menjadi landasan bagi 
ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, 
seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. 
c) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-
nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu 
lembaga keuangan syariah. 
d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan sutu masalah yang 
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otiritas 
moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. 
e) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk 
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh 





f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang utuk mengambil 
tindakan apabila peringatan tidak segera di indahkan. 
3. Kedudukan  
       Adapun kedudukan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 
Indonesia (DSN-MUI) ialah sebagai berikut: 
1) Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama 
Indonesia. 
2) Dewan Syraiah Nasional membantu pihak terkait seperti 
Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam 
menyusun ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. 
4. Sejarah 
       Perkembangan pesat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dirasa 
memerlukan aturan-aturan yang berkaitan dengan kesesuaian operasional 
LKS dengan prinsip syariah. Persoalan kemudian muncul akibat instansi 
regulator yang seharusnya memiliki otoritas  mengatur serta mengawasi 
LKS, yaitu Bank Indonesia (BI) untuk perbankan syariah dan Kementrian 
Keuangan untuk lembaga keuangan nonbank, tidak mampu menjalankan 
tugasnya di bidang syariah (Adam, P. 2018). 
       Rencana pembentukan Dewan Syariah Nasional telah dibicararkan 
yaitu pada Tahun 1990 yaitu ketika diadakanya lokakarya dan pertemuan 
yang bahas mengenai bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat, dan 
merekomendasikan kepada pemerintah agar memfasilitasi pendirian bank 





lokakarya yang membahas mengenai reksadana syariah dan salah satu 
rekomendasinya ialah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Pada 
pertemuan tanggal 14 oktober 1997 telah disepakati pembentukan DSN. 
Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti sehingga DSN remsi dibentuk 
yaitu pada tahun 1998 (M. Cholil Nafis, 2011). 
F. Kerangka Fikir 
       Dalam melakukan sebuah penelitian ada bebrapa model pemikiran yang 
dikembangkan agar penelitian tersebut dilakukan secara sistematis dan dengan 
mudah dipahami, adapun model yang digunakan oleh peneliti sesuai dengan judul 
yang diangkat  “Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah 
Pada Bank Syariah di Indonesia: Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah 





































 Fatwa DSN-MUI  NO 48/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penjadwalan Kembali. 
 Fatwa DSN-MUI  NO 46/DSN-MUI/II/2005/Tentang Potongan Murabahah. 
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A. Jenis Penelitian 
       Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut (Syaodih, 2008) 
menyatakan bahwa penelitian kualittaif adalah suatu penelitian yang ditujukan 
utnuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 
sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 
kelompok.  Hal  tersebut bermakna bahwa penelitian kualitatif mempelajari suatu 
pada sudut pandang alamiahynya, menerjemahkanya kemudian melihat fenomena 
yang dapat dipahami oleh manusia (Yin, 2011).  
       Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui makna yang tersembunyi, 
memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, 
dan meneliti sejarah perkembangan  Alasan yang utama dari pemilihan jenis 
penelitian kualitatif adalah kemauan dari diri sendiri untuk lebih memahami 
langka-langkah yang ditempuh oleh bank dalam menyelesaikan pembiayaan 
bermasalah.  
B. Pendekatan Penelitian 
        Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif , menurut (Sugiyono, 
2008) kualitatif deskriptif adalah penelitian yang biasanya digunakan untuk 
meneliti perkara objektif di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Studi 
deskriptif berfokus pada penjelasan terkait topik yang dikaji secara sistematis 





hanya sebatas memaparkan tanpa menguraikan temuan-temuan objektif yang 
menjadi dasar pembuatan hasil penelitian. 
       Penelitian deskriptif dipilih dalam penelitian ini guna mendeskripsikan apa 
saja cara atau metode yang digunakan oleh pihak bank dalam menyelesaikan 
pembiayaan murabahah bermasalah. Data dan informasi terkait topik tersebut 
setelah direkap kemudian dideskripsikan atau dijelaskan secara umum sebelum 
dijadikan suatu hasil akhir penelitian yang sifatnya objektif. 
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
      Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek dan data 
objek, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak informan serta 
data dokumenter. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data objek yang 
merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder hasil olahan atau 
lembaga lain. Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari berbagai 
sumber yang diaanggap dapat mendukung keberhasilan penelitian ini. Data-data 
sekunder yang digunakan pada hasil penelitian ini berupa hasil penelitian, jurnal, 
skripsi dan juga tesis. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh 
langsung dari sumbernya dengan cara peneliti melakukan wawancara baik dengan 
pihak bank ataupun pakar yang paham akan permasalahan yang diangkat oleh 
peneliti.  
D. Metode Pengumpulan Data 






a. Wawancara  
       (Hasan, 1963 dalam Garabiyah, 1991) wawancara adalah sebuah 
interaksi bahasa yang dilakukan secara langsung antara dua orang dalam 
situasi dimana saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan 
wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang 
berputar di sekitar pendapat dan keyakinanya. 
b. Dokumentasi 
       Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data dengan cara mengambil dokumen yang dianggap perlu. 
Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 
tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, dan sejenisnya 
hal tersebut dilakukan guna memperoleh hasil yang lebih kredibel. 
c. Studi Pustaka 
       Studi pustaka merupakan sebuah proses di mana peneliti mengumpulkan 
informasi-informasi dari berbagai sumber yang kredibel. Informasi tersebut 
dapat diperoleh daru jurnal penelitian, buku-buku, ataupun dari berbagai 
sumber yang relevan dengan apaa yang diteliti. 
d. Internet Searching  
       Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai  
tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi 
penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah 








       Instrument penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam 
proses memngumpulkan data agar penelitian yang dilakukan terstruktur dan 
sistematis. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, 
pedoman wawancara, cheklist wawancara yang dilakukan, alat tulis dan alat 
perekam. 
F. Metode Analisis Data 
       Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan 
menganalisis data yang telah dikumpulkan. Tujuan utama analisis data adalah 
menyediakan infromasi untuk pemecahan masalah (Kuncoro, 2013: 197). 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis kualitatif. Peneliti akan membangaun kesimpulan penelitian dengan 
mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dan 
mencari pola-pola yang terdapat dalam data-data tersebut. Analisis data 
dilakukan secara paralel selama penelitian (tanpa menunggu penelitian selesai 
seluruhnya). Analisis data dianggap selesai dilaksanakan apabila peneliti 
merasa telah mencapai apa yang diperlukan, kemudian menganalisis data 
tersebut baik hasil wawacara maupun data lapangan 
G. Uji Keabsahana Data 
       Dalam pemilihan metode pada suatu penelitian merupakan hal yang sangat 





kualitatif terbagi atas 4 yaitu uji crediabilty (validitas internal), tranferability 
(validitas eksternal), dependability (reabilitas), dan confirmability 
(obyektifitas). Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua uji yaitu uji 
kredibilitas dalam penelitian kualitatif, dimana credibilitiy dapat dicapai 
dengan kemampuan seorang peneliti untuk berbaur dengan pihak responden 
dalam beberapa waktu dan kemudian terus melakukan konfirmasi (Afiyanti, 
2008). Kemudian berdasarkan sumber data dan informasi dalam penelitian ini 
menggunakan metode triangulasi. Triangulasi ini adalah teknik yang digunakan 
untuk mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang telah 
dikumpulkan guna mengecek dan membandingkan. Maka metode yang tepat 
untuk digunakan yaitu sebagai berikut: 
1. Triangulasi Sumber data, yaitu menggali informasi dengan melakukan 
bebebrapa metode dan sumber pemilihan data. Misalnya, melakukan 
wawancara dengan informan, bisa juga menggunakan sumber lain seperti 
dokumen tertulis, catatan resmi, atau tulisan pribadi gambar ataupun foto. 
2. Triangulasi metode, yaitu menggali kebenaran suatu informasi dengan 
menggunakan berbagai metode dan sumber. Misalnya sumber data utama 
adalah annual report kemudian peneliti bisa menambahkan sumber data lainya 
seperti berita-berita. Dengan masing-masing cara tersebut dapat memperoleh 
bukti atau data yang berbeda dan akan memberikan pandangan yang berbeda 
pula dengan fenomena  yang sedang diteliti. Dengan pandangan tersebut 











HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Perbankan Syariah di Indonesia 
       Munculnya perbankan syariah di Indonesia dimulai dari lokakarya “Bunga 
bank dan perbankan” yaitu pada tanggal 18-20 Agustus 1990, dan kemudian 
dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) yang bertempat di Hotel Said, Jakarta, yaitu pada tanggal 22-25 Agustus 
1990. Adapun hasil dari Munas tersebut , MUI membentuk tim Steering Commite 
dimana ketuanya ialah Dr. Ir. Amin Azis, di mana ia bertugas untuk 
mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pendirian bank 
syariah di Indonesia. Adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat, 
terbentukalah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat 
Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991 di Jakarta sesuai dengan akte 
pendirian oleh notaris Yudo Paripurno, S.H dengan surat menteri kehakiman No. 
C. 2. 2413 HT. 01. 01. Kemudian, berdasarkan surat izin prinsip dari menteri 
keuangan Republik Indonesa No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, 
Bank Muamalat secara resmi beroperasi pada tahun 1998 pertumbuhan perbankan 
syariah stagnan (Ikatan Bankir Indonesia, 2018). 
       Latar belakang dari kejadian tersebut adalah krisis ekonomi yang terjadi pada 
tahun 1998 lalu diikuti dengan dikeluarkanya undang-undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang 
perbankan, dimana isinya mengatur tentang peluang usaha bank syariah bagi bank 





bank mandiri syariah yaitu pada tahun 1999 serta Unit Usaha Syariah (UUS) Bank 
BNI Syariah pada tahun 2000, serta bank syariah lainya. Setelah sepuluh tahun 
UU Nomor 10, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia 
mengeluarkan UU Nomor 20 tentang sukuk dan Undang-undang Nomor 21 
tentang perbankan syraiah pada tahun 2008. Perkembangan bank syariah di 
Indonesia ialah perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu 
sistem yang dapat menyediakan jasa perbankan yang sehat dan bebas dari unsur 
riba dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. 
B. Tinjauan Umum Pembiayaan Murabahah  
1. Defenisi 
       Murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan yang ada di bank 
syariah di mana murabahah merupakan jual beli barang pada harga perolehan 
ditambah dengan  margin keutungan yang telah disepakati antara penjual dan 
pembeli.  Dalam jual beli murabahah, penjual haruslah transparan memberitahu 
harga barang yang dibeli dan menentukan keuntungan sebagai tambahan. 
Dominasi pembiayaan Murabahah menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut 
memiliki keutungan yang cukup besar bagi bank syariah. karena adanya 
kepastian bagi pembeli dimana pihak bank tidak akan membeli suatu barang 
sebelum ada pembeli yang memesan artinya ialah bank tidak akan rugi sebab 
tidak menyetok barang, adanya kepastian keuntungan atas penjualan barang 
yang dilakukan serta pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan pada 







       Murabahah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa akad murabahah 
adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menggunakan prinsip 
transparansi dimana harga beli suatu barang harus ditegaskan kepada pihak 
pembeli dan pembeli membayarnya beserta dengan keuntungan yang telah 
disepakati. Dalam Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
murabahah dijelaskan bahwa murabahah adalah menjual suatu barang dengan 
menegaskan harga belinya kepada pembeli kemudian pembeli membayarnya 
dengan harga beserta dengan keuntungan. 
3. Syarat pembiayaan murabahah 
       Bank Syariah dari Teori ke Praktik yang ditulis oleh Syafi'i Antonio 
menjelaskan bahwa terdapat enam syarat khusu yang harus dipenuhi yaitu: 
Penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli, kontrak pertama harus sah 
sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan, kontrak harus bebas dari riba, 
penjual harus menjeleaskan kepada pembeli jikaterjadi kecacatan atas barang 
sesudah pembelian. 
C. Pementaan Riset Rujukan 
       Sumber data penelitian ini adalah berbagai literatur, penelitian, atau riset yang 
membahas topik dan permasalahan yang sama atau mirip terkait dengan 
pembiayaan murabahah bermasalah pada bank syariah di indonesia. Rujukan-





standar ilmiah untuk dijadikan sebagai referensi penelitian. Rujukan-rujukann 
tersebit kemudian dipetakan kedalam mappingg model dalam tabel 4.1 berikut ini. 
Tabel 4.1 
      Mapping Riset Rujukan 





















seandainya ketiga upaya 
restrukturisasi tersebut 
ternyata tidak berhasil, 
maka bank syariah dapat 
melakukan penyelesaian 
pembiayaan bermasalah 
melalui: penyitaan barang 
jaminan, badan arbitrase 
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murabahah di bank 
syariah di bank syriah 
mandiri cabang 
purwekerto 
strategi yang digunakan  
oleh Bank Syariah Mandiri 
Cabang Purwekerto adalah 
stay starategy atau dengan 
kata lain cooperative 
strategy, yakni strategi 
yang digunakan apabila 
pihak bank masih ingin 
menjalin hubungan bisnis 
dengan nasabah, Dtrategi 










bermasalah di bank 
bni syariah cabang 
yogyakarta. 
Strategi yang digunakan 
oleh Bank Syariah Mandiri 
dalam penyelesaian 
pembiayaan bermasalah 





Skripsi UIN  
Syarif Kasim  
Riau. 
5. Daryoko. 2016 Strategi penyelesaian 
pembiayaan 
murabahah 
bermasalah di bank 
bni syariah cabang 
yogyakarta 
Strategi yang diterapkan 
oleh Bank BNI Syariah 
kantor cabang Yogyakarta 
dalam menyelesaikan 
pembiayaan bermasalah 
adalah (a). Untuk nasabah 
kolektabilitas 1 (lancar) 
dengan pemantauan saldo 
blokir angsuran Earning 
Warning Siste (EWS) dan 
SMS Bluster oleh divisi 
RRD dan unit Processing. 
(b). Untuk nasabah 
kolektabilitas 2 (dalam 
perhatian khusus) 
dilaksanaka unit 
processing yaitu pegawai 
asisten collection dengan 
cara SMS, ditelepon, 
penagihan secara langsung 
atau dengan menyurati dan 




















5 (macet), pengelolaan dan 
penagihan oleh bagian 








pihak nasabah masih 
kooperatif dan sesuai 
dengan ketentuan syariah 
dan atas kesepakatan 
bersama dalam perjanjian 
pembiayaan murabahah. 









dengan melalui lembaga- 
Upaya penyelamatan 
pembiayaan dilakukan 
oleh bank dengan 
melakukan musyawarah 
dengan debitur murabahah 
bermasalah dalam mencari  





bermasalah dengan dengan 
debitur yang masih 
kooperatif dan mempunyai 
kemauan dan etika baik. 
Sedangkan upaya 










dipandang sudah tidak 
dapat lembaga lain diluar 
bank yang  bersetujuan 
untuk menjual atau 
mengeksekusi benda 
jaminan. 














Bank muamalat dalam 
meminimalisir pemiayaan 
yaitu dengan cara 




reguler dan memberikan 
laporan kunjungan 
nasabah/ call report 
kepada komite 
pembiayaan/ supervisor, 
Monitoring pasif, yaitu 
memonitoring pembayaran 
kewajiban nasabah kepada 
bank setiap akhir bulan. 
Kedua, Restrukturisasi 
pembiayaan, rekondisi, 
reschedule dan penjualan 











bermasalah di bank 
syariah : kajian pada 
produk murabahah di 
bank muamalat 
indonesia banda aceh. 
Secara spesifik kebijakan 
penyelesaian pembiayaan 
bermasalah pada BMI 
dilakukan melalui OTS, 
penagihan, ssomasi, 
restrukturisasi, penjualan 
jaminan, melakukan write 
off dan adanya penetapan 
terhadap denda serta 


























Murabahah Bank BNI 
Syariah Cabang Bogor 
oleh Bank BNI Syayriah 
Bogor Stay Strategy, yakni 
strategi yang digunakan 
apabila pihak bank masih 
ingin menjalin hubungan 
bisnis dengan nasabah. 
Strategi ini dilaksanakan 
melalui upaya 
banking 




bermasalah pada akad 
murabahah dengan 
fatwa dsn mui. 
Penyelesaian pembiayaan 
bermasalah pada BTN 
Syariah cabang serang 
melakukan konsep 
restrukturisasi, dimana 
dalam konsep tersebut 
terdapat bebrapa tahapan 




























     Frekuensi      Presentase     Rangking 
1. Kualitas pejabat 14 36,84% 1 
2. Pengawasan 8 21,05% 2 
3. Ketidaktepatan 
kebijakan 
             7 18,43% 3 
4. Gagap Teknologi 3 7,90% 4 
5. Sarana dan 
prasarana 
   1 2,63% 2,63% 5 
6. Persaingan antar 
bank 
2 5,26% 6 
7. Hubungan intetrnal 2 5,26% 6 
8. Pelayanan pada 
nasabah 
   1 2,63% 7 
Jumlah 38 100% - 
Sumber: Data olahan peneliti (2020) 
      Berdasarkan Tabel 4.2 ada berbagai Permasalahan internal yang menyebabkan 
timbulnya pembiayaan murabahah bermasalah pada bank syariah. Tiga di 
antaranya dengan frekuensi terbesar yaitu: kualitas pejabat, pengawasan dan 
ketidak tepatan kebijakan. Disamping ketiga ini, banyak Permasalahan internal 
lain dengan frekuensi yang lebih rendah juga menjadi penyebab hadirnya 













Permasalahan eksternal penyebab pembiayaan 
murabahah bermasalah 
 
NO Permasalahan Frekuensi Presentase Rangking 
  1. Sikap dan perilaku 
nasabah 
10 34,48% 1 
  2. Bencana Alam 4 13,80% 2 
  3. Krisis ekonomi 3 10,34% 3 
  4. Ketidakmampuan 
nasabah memenuhi 
AMDAL 
3 10,34% 3 
  5. Manajemen 
keuangan 
3 10,34% 3 
  6. Sosial politik 2 6,89% 4 
  7. Perubahan regulasi 
instansi terkait. 
2 6,89% 4 
  8. Agunan 1 3,44% 5 
  9. Usaha nasabah 1 3,44% 5 
Jumlah 29 100%  
Sumber : Data olahan peneliti (2020) 
Berdasarkan Tabel 4.3 ada berbagai Permasalahan eksternal yang 
menyebabkan timbulnya pembiayaan murabahah bermasalah pada bank syariah. 
Di antaranya dengan frekuensi terbesar yaitu: sikap dan perilaku nasabah, bencana 
alam, krisis ekonomi, ketidakmampuan nasabah memenuhi AMDAL, manajemen 
keuangan. Disamping ketiga ini, banyak Permasalahan eksternal lain dengan 
















Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah 
 
NO Penyelesaian Frekuensi Presentase Rangking 
1. Rescheduling 7 17,5% 1 
2. Restructuring 7 17,5% 1 
3. Reconditioning 6 15% 2 
4. Eksekusi jaminan 6 15% 2 
5. Write off 3 7,5% 3 
6. Melalui BAMI 2 5% 4 
7. Litigasi 2 5% 4 
8. Penagihan 2 5% 4 
9. Somasi 2 5% 4 
10. On the spot 1 2,5% 5 
11. Penetapan denda 1 2,5% 5 
12. Pembentukan tim 
remedial 
1 2,5% 5 
Jumlah 40 100%  
Sumber : Data olahan peneliti (2020) 
Berdasarkan Tabel 4.4 ada berbagai strategi yang dapat ditempuh dalam 
rangka penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah tiga di antaranya dengan 
frekuensi terbesar yaitu: rescheduling, restructuring, reconditioning, eksekusi 
jaminan dan write off. 
D. Pembahasan 
1. Penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada bank 
syariah 
       Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan untuk menelusuri 
Permasalahan-Permasalahan penyebab terjadinya pembayaan murabahah 
bermasalah, ditemukan berbagai macam penyebab dimana terdapat 38 





tersebut peneliti kemudian melakukan perengkingan untuk menspesifikkan 
pembahasan pada 3 besar masing-masing Permasalahan sebagai bahan utama 
pembahasan.  
a) Permasalahan internal  
       Pertama, kualitas pejabat atau dapat diproksikan sebagai kualitas 
sumber daya manusia menjadi Permasalahan internal paling dominan 
penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah. Hal ini 
dikarenakan kurangnya kompetensi, ketelitian, pelatihan dan edukasi yang 
dilakukan oleh pihak bank terhadap account officernya untuk dapat 
membaca dan memprediksi setiap kemungkinan yang bisa terjadi. Hal ini 
berimbas dengan mudahnya lembaga keuangan mengalami pembiayaan 
bermasalah pada masa yang akan datang. Merujuk pada fenomena tersebut 
perlu ada upaya minimalisasi risiko oleh bank syariah dengan terus 
meningkatkan keahlian, kompetensi dan hal-hal lain yang berdasar pada 
edukasi yang memadai demi mencegah timbulnya risiko yang berpotensi 
menghadirkan pembiayaan murabahah bermasalah. Hal ini relevan dengan 
apa yang disampaikan oleh pak Farild selaku mantan praktisi Bank Panin 
Dubai Syariah; 
“Dalam mengucurkan pembiayaan tentunya pihak bank akan 
terus mengupayakan serta meningkatkan kualitas serta 
mengedepankan konsep kehati-hatian dalam memberikan 
pembiayaan kepada nasabah agar bisa lebih meminimalisir 
terjadinya risiko-risiko pembiayaan.” (Wawancara dilakukan 
pada Agustuus 2020 via daring) 
 
 Merujuk pada hasil wawancara tersebut kita dapat mengetahui bahwa 





dapat lebih diminimalisir sebab jika banyak kasus pembiayaan bermasalah 
pada suatu bank tentunya hal tersebut akan berdampak buruk. Maka dalam 
mengukur dan mewujudkan hal ini, bank syariah pada umumnya 
melakukan perbaikan kualitas sumber daya manusianya. Dengan 
demikian, upaya pencegakan dan penanggulangan risiko yang diprediksi 
muncul diharapkan dapat dilakukan secara maksimal guna menekan 
potensi kerugian bank syariah. 
       Kedua, terkait dengan pengawasan atau pengendalian internal yang 
dilakukan oleh manajemen bank syariah. Pengawasan menjadi fungsi yang 
sangat penting dalam suatu organisasi karena akan mengontrol terarah atau 
tidaknya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, begitupun dalam bank 
syariah. Dalam operasionalnya bank syariah pasti memiliki SOP yang 
menjadi acuan atau pedoman dalam melakukan operasionalnya tidak 
terkecuali ketika ingin memberikan suatu produk pembiayaan murabahah 
pada nasabah. Ada banyak pertimbangan  yang harus diperhatikan, 
termasuk analisis kebijakan dan Permasalahan-Permasalahan statistik lainy 
yang dapat dijadikan dasar pertimbangan pengambilan keputusan oleh 
karena itu pentng bagi bank syariah untuk membuat sistem ppengawasan 
yang efektif dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten dan 
memiliki profesionalisme tinggi guna menjamin siklus hidup bank  syariah 
kedepanya. 
       Ketiga, terkait dengan penentuan kebijakan. Permasalahan ketiga ini 





kedua sumber daya manusia yang  tidak kompeten, ditambah dengan 
sistem pengawasan internal yang lemah dan duijalankan oleh orang-orang 
yang tidak tepat akan menghasilkan kebijakan yang sifatnta rancuh atau 
memilki potensi besar menghadirkan kerugian bagi bank syariah. 
Kebijakan-kebijakan yang tidak tepat nantinya akan memberikan berbagai 
macam persoalan yang mengakibatkan turunya daya operasi bank syariah 
dan berbagai masalah lain yang sifatnya kompleks. Solusi terbaik untuk 
menghadirkan kebijakan yang tepat adalah dengan melakukan rekrutmen 
atau seleksi sumber daya manusia yang ketat dan perbaikan kualitas sistem 
kinerja di dalam bank syariah secara masif dan komprehensif.  
b) Permasalahan Eksternal 
              Selain Permasalahan internal ada juga Permasalahan-Permasalahan 
dari luar atau disebut Permasalahan eksternal yang menjadi penyebab 
timbulnya pembiayaan murabahah bermasalah pada bank syariah. 
Permasalahan-Permasalahan ini merupakan Permasalahan yang muncul 
dari luar sisi bank syariah itu sendiri. 
       Pertama, terkait dengan sikap dan perilaku nasabah. Nasabah sebagai 
objek penerima produk pembiayaan adalah Permasalahan eksternal utama 
penentu sukses atau tidaknya suatu pembiayaan murabahah. Nasabah 
dengan sikap dan perilaku yang baik tentunya akan memberikan pengaruh 
yang baik terhadap kelangsungan pembiayaan yang diberikan oleh bank 
syariah. Sikap dan perilaku nasabah ini dapat diproksikan kedalam 





usaha nasabah,  analisis ekonomi nasabah dan kemampuan nasabah dalam 
memenuhi kewajiban mereka selaku objek pengguna pembiayaan 
murabahah. Masih banyak proksi lain yang tidak dapat disebutkan peneliti 
satu persatu. Pada realitanya, banyak nasabah dengan tingkat sikap dan 
perilaku yang rendah, tetapi tetap saja bersikeras untuk diberikan atau 
difasilitasi pembiayaan murabahah oleh bank syariah. Hal ini kemudian 
menimbulkan berbagai polemik, seperti ketidakmampuan membayar 
nisbah bagi hasil atau ketidakmampuan memenuhi atau menjalankan 
berbagai syarat yang telah disepakati bersama saat dilakukan kontrak 
pembinaan. Fenomena ini, sejatinya dapat diminimalisir dengan 
melakukan seleksi ketat bagi para nasabah yang mengajukan diri untuk 
mendapatkan pembiayaan murabahah. Hal ini relevan dengan apa yang 
disampaikan oleh pak Farild selaku mantan praktisi bank Panin Dubai 
Syariah; 
“Permasalahan-Permasalahan yang menyebabkan pembiayaan 
murabahah bermasalah jika dilihat dari jumlah nasabah yang 
macet pembiayaan murabahahnya memang murni karena 
penurunan dari usaha jika dilihat dari kuantitas, namun jika dilihat 
dari segi plafond pinjaman yang dilakukan pembiayaan 
tergantung berapa besar pinjaman yaaa masih tetap sama 
walaupun juga ada yang memang yang karakter dek memang dek 
karena memang hal paling susah untuk dianalisa dari seorang 
nasabah yaitu karakter, karakter itu sangat susah mau itu ustadz 
atau orang yang hitam dahinya tetap jugaji macet karena karakter 
itu susah dibaca. Tapi jika dibandingkan dengan karakter dengan 
penurunan dari kualitas usaha yaaa memang penurunun kualitas 
usaha yang menyebabkan pembiayaan nasabah macet.” 
(Wawancara dilakukan pada Agustus 2020 via daring). 
 
 Pernyataan di atas selaras dengan yang disampaikan oleh seorang 





“penyebab terjadinya pembiayaaan bermasalah dek ini ada beberapa 
Permasalahan tapi yang paling mempengaruhi dek yaitu kemampuan 
membayarnya menurun/omset usahan dari nasabah mengalami 
penurunan.” (Wawancara dilakukan pada Agustuus 2020 via daring). 
 
 
       Dari  pernyataan informan di atas diketahui bahwa Permasalahan-
Permasalahan yang melatarbelakangi timbulnya pembiayaan murabahah 
bermasalah ada 2: pertama yaitu penurunan usaha yang di miliki oleh 
nasabah tentunya hal tersebut akan sangant berpenaruh terhadap 
kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaanya dan 
Permasalahan yang kedua ialah karakter yang dimiliki dari nasabah 
tentunya hal tersebut akan berpengaruh sebab apabila nasabah tidak 
memiliki kesadaran serta tanggungjawab atas pembiayaan yang 
diambilnya tentunya hal tersebut akan beresiko menyebabkan pembiayaan 
murabahah bermasalah sebab nasabah tidak memiliki kesadaran bahwa ia 
harus melunasi pembiayaan yang ia ambil sesuai dengan kesepakatan yang 
dilakukan antara nasabah dengan pihak bank.        
       Kedua, bencana alam merupakan Permasalahan eksternal yang tidak 
bisa diprediksi karena sifatnya yang tiba-tiba. Tidak adapun satu pihak 
yang bisa memprediksi terjadinya suatu bencana, termasuk pihak bank 
syariah dan nasabah itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada solusi pasti 
selain pemaklumkan dan rekstrukturisasi kontrak yang dapat dilakukan 
guna mengantisispasi Permasalahan eksternal yang satu ini. 
       Ketiga, krisis ekonomi. Krisis ekonomi merupakan suatu kondisi di 





tidak sejalan dengan target yang telah ditetapkan pemerintah maupun oleh 
individu dan juga badan. Kondisi ini merupakan kondisi yang lazim yang 
sering kita jumpai seperti adanya inflasi, deflasi, embargo ekonomi, dan 
situasi-situasi krisis ekonomi lainya yang skalanya bisa berkisar pada area 
regional sampai ke area universal. 
2. Motode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank 
Syariah 
             Restructuring merupakan metode penyelesaian pembiayaan 
bermasalah dengan cara memperpanjang atau menambah periode jatuh 
tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang masih 
harus dibayarkan kepada bank syariah, di mana dalam hal ini penliti 
menemukan 7 data dari 40 sampel penyelesaian pembiayaan bermasalah. 
Restrucruring ini dilakukan dengan menambah periode jatuh tempo untuk 
memberikan keringanan kepada nasanah, lalu melakukan pembagian sisa 
kewajiban ulang untuk mengetahui berapa jumlah angsuran yang harus 
dibayarkan dengan periode jatuh tempo yang baru. Selanjutnya, yaitu 
rescheduling dimana penyelesaian ini dilakukan dengan pengubahan syarat 
pembiayaan terkait jadwal pembayaran tiap bulanya atau jangka waktu 
pembayaran. Untuk rescheduling ini peneliti menemukan 7 data dari 40 
sampel penelitian.  
       Reconditioning (penyesuaian kondisi) terhadap pembiayaan bermasalah 
dengan cara mengubah sebagian atau keseluruhan syarat pembiayaan 





pembayaran, periode waktu pembiayaan, atau persyaratan lain sepanjang 
tidak terkait dengan perubahan maksimum saldo pembiayaan. Peneliti 
menemukan 6 data dari 40 sampel penelitian. Selanjutnya yaitu eksekusi 
jaminan yang dilkukan bilamana nasabah telah benar-benar tidak mampu 
untuk menyelesaikan kewajibanya terhadap kontrak pembiayaan dan telah 
menyetuji secara tertulis untuk melakuka lelang atas apa yang telah 
dijaminkanya. Hal ini menjadi solusi final yang sifatnya relevan dengan 
fungsi jaminan  yang menjadi bagian kontrak pembiayaan. Peneliti 
menemukan 6 data dari 40 sampel penelitian terkait dengan penyelesaian 
dengan metode ini. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan murabahah 
bermasalah diperkuat oleh hasil wawancara dengan pihak Panin Dubai atas 
nama Ibu Merry mengatakan bahwa: 
“apabila terdapat pembiayaan bermasalah maka pengambilan kebijakan 
tidak pernah dilakukan oleh cabang tetapi langsung ditangani oleh pusat, 
tapi jika kolektabilitasnya masih berada pada posisi 1 dan 2 masih 
ditangani di cabang. Namun kalo sudah masuk kolektabilitas 3 maka pihak 
pusat yang akan tangani langsung dan pihak yang menanganinya itu SAM 
(Spesialis Aset manajemen)”.  
Hal ini senanda dengan yang dikatakan oleh Pak Farild salah seorang 
mantan karyawan panin dubai di bagian pembiayaan yang saat ini menjadi 
seorang akademisi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
“Dalam lima tahun terakhir di bank panin dubai syariah ada beberapa 
kasus pembiayaan murabahah bermasalah bahkan tiap setahun itu ada, 
tidak ada itu bank yang tidak ada pasti ada dan yang menyelesaikan itu 
bagian SAM (Spesialis Aset Manajemen). Adapun cara penyelesaianya 
dek ada beberapa yaitu: langkah awal dengan menyelesaikan secara 
kekeluargaan dengan cara rescheduling dan restructuring kalau masih 
berada pada tahap awal yaitu  kolektabilitas 1 dan 2, kalau sudah masuk 
kolektabilitas 3 akunya dilempar ke  kantor pusat dan langkah terakhir 





       Hal di atas senada dengan yang disampaikan oleh seorang informan Pak 
Tanar sebagai Branch Collection di bank syariah sebagai berikut: 
“Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah itu dek tergantung 
kondisinya nasabah menunggak/bermasalah. Kalau nasabah bermasalah 
akrena kemampuan bayarnya menurun/omset usahanya menurun maka 
kita tawari restruktur dan rescheduling dengan mengangsur sesuai 
kemampuan nasabah saat ini tanpa merubah jangka waktu dan tidak 
menambah piutang, nah kalau sudah tidak ada kemampuan bayar sama 
sekali  kita arahkan jual aset secara sukarela dan kalau sudah diarahkan 
jual aset sukarela tapi tidak mau baru kita eksekusi hak tanggungan 
(lelang).” (Wawancara dilakukan pada Agustuus 2020 via daring). 
       Ketiga write off atau dikenal dengan penghapus bukuan yang dilakukan 
oleh pihak bank syariah kepada nasabah dengan potensi penyelesaian 
kewajiban yang sangat kecil atau kepada nasabah yang telah benar-benar 
dijastifikasi tidak bisa menyelesaikankewajibanya dalam berbagai model 
penyelesaian. Penyelesaian model ini  bias anya dilakukan kepada nasabah 
yang mengalami kebangkrutan, nasabaha yang terganjal kasus hukum dan 
harus mendekam dipenjara, atau nasabah yang telah meninggal dunia. 
Peneliti menemukan 3 data dari 40 sampel penelitian terkait penyekesaian 
dengan write off ini.   
       Berbagai model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah 
dijelaskan sebelumnya merupakan respon atas pembiayaan bermasalah yang 
terjadi pada bank Syariah. Model-model penyelesaian tersebut dilakukan 
apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban kontrak sebagaimana 
yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12 tentang 
Perbankan yang menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 





persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan tersebut 
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 
       Dalam teori Shariah Enterprise Theory berisi tiga hal pokok yaitu: 
pertanggungjawaban secara vertikal kepada Allah Swt., 
pertanggungjawaban kepada manusia dan pertanggungjawaban kepada 
institusi atau lembaga. Hal tersebut yang akan menjadi landasan bagi kedua 
belah pihak agar senantiasa menjalankan kewajibannya tanpa terkecuali 
dalam proses penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah agar kedua 
belah pihak tidak ada yang dirugikan baik pihak nasabah maupun pihak 
bank. 
3. Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah menurut Fatwa 
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 
       Dalam upaya penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada 
bank syariah terdapat beberapa Fatwa yang dapat dijadikan rujukan: 
1. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 49/DSN-
MUI/II/2005 Tentang konversi akad murabahah. Dalam fatwa tersebut 
dijelaskan beberapa metode yang dapat dilakukan lembaga keuangan 
syariah dalam rangka menyelesaikan pembiayaan murabahah 
bermasalah dengan ketentuan bahwa lembaga keuangan syariah boleh 
melakukan konversi akad yaitu dengan cara membuat akad baru bagi 
nasabah tidak mampu menyelesaiakan atau melunasi pembiayaan 





disepakati antara pihak bank dan nasabah. Langkah tersebut dapat 
diambil apabila nasabah dianggap masih prospektif dengan ketentuan: 
a.  Apabila nasabah tidak mampu menyelesaikan atau membayar 
kewajibanya maka akad murabahah dihentikan dengan cara: 
i. Obyek yang menjadi jaminan oleh nasabah dijual kepada 
lembaga keuangan syariah dengan harga pasar 
ii. Dari hasil penjualan nasabah melunasi sisa hutangnya kepada 
lembaga keuangan syariah apabila hasil dari penjualan. 
iii. Apabila hasil penjualan melebihih sisa utang nasabah maka 
kelebihan tersebut dapat dijadikan sebagai uang muka untuk 
konversi akad. 
iv. Apabila hasil dari penjualan ternyata kurang dari dari jumlah 
pembiayaan maka sisa hutang wajib dibayar oleh nasabah 
dengan melakukan pelunasan sesui dengan kesepakatan 
antara pihak nasabah dan pihak bank. 
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 48/DSN-
MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. 
Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa lembaga keuangan syariah 
boleh mengambil langkah rescheduling  atau penjadwalan kembali 
tagihan murabahah apabila nasabah tidak mampu menyelesaikan atau 
melunasi kewajibanya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Namun 
dalam proses tersebut bank harus mengikuti beberapa ketentuan yaitu: 





penambahan beban biaya dalam proses ini murni karena biaya riil, 
adapun jika terjadi perpanjangan waktu pembayaran harus atas 
kesepakatan antara nasabah dan pihak bank. 
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 46/DSN-
MUI/II/2005 Tentang Potongan tagihan Murabahah dalam fatwa 
tersebut terdapat beberapa ketentuan yang harus dijalankan apabila 
model penyelesaian ini dilakukan di mana bank syariah diperbolehkan 
memberikan potongan dari jumlah kewajiban nasabah dalam transaksi 
pembiayaan Murabahah bagi nasabah yang telah membayarkan 
angsuran dengan tepat waktu tetapi nasabah mengalami kesulitan sebab 
usaha yang ia jalankan mengalami penururnan dalam pemberian 
potongan tagihan murabahah tidak boleh diperjanjikan dalam akad. 
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 47/DSN-
MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah 
Tidak Mampu Membayar dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa dalam 
proses penyelesaian pembiayaan Murabahah bah yang sudah tidak 
mampu membayar kewajibanya sesuai dengan waktu dan jumlah yang 
telah disepakati antara kedua belah pihak memiliki beberapa ketentuan 
yaitu: pertama, objek murabahah atau agunan yang dijual oleh nasabah 
kepada atau melalui lembaga keuangan syariah dengan harga pasar 
yang telah disepakati. Kedua,  kemudian nasabah melunasi utangnya 
kepada bank syariah dengan menggunakan dana hasil penjualan. 





utang tetap menjadi utang nasabah. Keempat, apabila nasabah tidak 
mampu membayar sisa utangnya maka lembaga keuangan syariah dapat 
membebaskanya 
5. Analisis Kesesuaian Penyelesaian Pembiayaan Murabahah bermasalah 
di Bank Syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis 
Ulama Indonesia 
        Berkaitan dengan rescheduling, restructuring, reconditioning, lelang 
jaminan, dan write off dari hasil wawancara dan juga menjadi top rangking 
dalam pemetaan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang 
dilakukan peneliti, ditemukan bahwa model penyelesaian ini telah sejalan 
dengan berbagai fatwa DSN-MUI sebagai berikut: 
        Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Farild seorang akademisi dan 
mantan praktisi mengatakan bahwa: 
“Sebenarnya dalam model penyelesaian pembiayaan murabahah 
bermasalah Majelis Ulama Indonesia tidak mengatur secara teknis 
mengenai model penyelesain pembiayaan murabahah bermasalah tapi 
tentu kita saat melakukan penagihan harus santun, simpati dan dengan cara 
kekeluargaan intinya berkaitan dengan agama  tidak menggunakan debt 
collector . kalau berbicara apa bank syariah merujuk pada Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia pastinya karena di situlah bedanya bank syariah dengan 
bank konvensional contoh kalau menagih, bank syariah jika nasabahnya 
sudah menunggak sebulan itu ada tatacaranya pertama kita surati dulu 
secara baik, kalau tidak ada itikad baik kita datangi itupun untuk mencari 
solusi pertama intinya kekeluargaan dulu dan tidak ada hal-hal yang 
langsung sita itu adalah langkah terakhir kalau sudah buntu dan nasabah 
sudah tidak ada itikad baik maka kita akan sita agunan.” (Wawancara 
dilakukan pada Agustus 2020 via daring). 
 
Pemaparan di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Tanar selaku 





“Dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah harus merujuk pada 
Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Sebab jika tidak 
mengikuti aturan bisa saja kita yang akan dituntut balik.” 
 
        Pemaparan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Shariah 
Enterprise Theory yang memuat tiga hal pokok yaitu: pertanggung jawaban 
secara vertikal kepada Allah SWT, pertanggungjawaban kepada manusia dan 
pertanggungjawaban kepada institusi atau lembaga. Hal tersebut telah sejalan 
dengan yang dilakukan bank syariah di mana  dalam proses penyelesaian 
pembiayaan murabahah bermasalah bank syariah melakukanya dengan cara 
yang sesuai dengan kaidah dan syariat islam yaitu  hubungan antar sesama 
manusia dalam hal ini nasabah dan debitur, hubungan manusia dengan 
lembaga dan hubungan manusia, lembaga dengan Tuhan selaku stakeholder 
tertinggi. Hal tersebut dilakukan  agar kedua belah pihak tidak ada yang 
merasa dirugikan.  
       Adapun hasil wawancara yang dilakukan megenai  model penyelesaian 
pembiayaan murabahah bermasalah telah sesuai denga apa yang terdapat 
pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yaitu sebagai 
berikut: 
a. Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang penjadwalan 
kembali tagihan murabahah. Sejalan dengan penyelesaian pembiayaan 
murabahah bermasalah dengan metode rescheduling dan restructuring. 
Reschedulung yaitu perubahan jadwal kembali pembayaran atau jangka 
waktu, di mana bank syariah merubah jadwal pembayaran tanpa 





nasabah yang kesulitan dalam membayar angsuranya yaitu pokok dan 
bunga kredit namun masih memiliki prospek yang baik dan mampu 
membayar kewajiban setelah restrukturisasi dilakukan. Metode tersebut 
telah sejalan dengan fatwa dewan syariah yang berlaku. 
b. Reconditioning adalah perubahan seluruh atau sebagian persyaratan 
antara lain: perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka 
waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak megubah saldo 
pembiayaan atau piutang. Metode tersebut telah sesuai dengan fatwa 
DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang konversi akad murabahah 
di dalam fatwa tersebut menjelaskan mengenai pemberian keringanan 
bagi nasabah yang kemampuan membayarnya menurun maka nasabah 
diberikan keringanan dalam bentuk konversi akad yaitu dengan 
pembuatan akad baru dalam penyelesaian pembayaran angsuran. 
c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang 
penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu bayar 
dijelaskan bahwa bank dapat melakukan penyelesaian pembiayaan 
murabahah bagi nasabah yang tidak mampu melunasi kewajibanya 
sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka obyek atau jaminan 
nasabah akan dieksekusi dengan harga sesuai kesepakatan antara pihak 
bank dan nasabah. 
d. Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dengan cara write off  
tidak memiliki aturan yang khusus dala fatwa, akan tetaoi di atur dalam 





fatwa tersebut dikatakan bahwa apabila nasabah tidak mampu 
mengembalikan sebagian atau keseluruhan kewajibanya pada bank sesuai 
dengan waktu yang telah disepakati, maka bank mengambil langkah wite 
off sebagian atau seluruh kewajiban nasabah. Namun penghapusbukuan 
di sini hanya sekedar penghapusan tagihan namun hutang nasabah tetap 
menjadi hutang dan tetap ditagih. Penghapusbukuan yang dilakukan oleh 
bank syariah tidak boleh di publish ke nasabah, hal tersebut di atur dalam 
Fatwa menurut peneliti tahapan tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard.  
        
 
 




















A. Kesimpulan  
 Berdasarkan  hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik 
kesimpulan yaitu sebagai berikut:  
1. Permasalahan penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah terbagi 
atas dua (2) yaitu Permasalahan internal di antaranya: kualiats pejabat, 
pengawasan serta ketidaktepatan kebijakan. Adapun Permasalahan ekstrnal 
dengan frekuensi terbesar yaitu: sikap dan perilaku nasabah, bencana alam, krisis 
ekonomi, ketidakmampuan nasabah memenuhi Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL), manajemen keuangan. 
2. Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah terdiri atas:  
- Fatwa DSN-MUI  NO 48/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penjadwalan 
Kembali. Adapun metode penyelesaian pembiayaan murabahah 
bermasalah dilakukan dengan cara rescheduling. 
- Fatwa DSN-MUI  NO 46/DSN-MUI/II/2005/Tentang Potongan 
Murabahah. Adapun langkah yang diambil ialah lembaga keuangan 
syariah boleh memberikan potongan atas kewajiban nasabah. 
- Fatwa DSN-MUI  NO 49/DSN-MUI/II/2005/Tentang Konversi Akad 
Murabahah, penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dilakukan 
dengan cara pembuata akad baru. 
- Fatwa DSN-MUI  NO 47/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penyelesaian 





pembiayaan murabahah bermasalah dilakukan dengan cara menjual 
agunan nasabah. 
3. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya perihal penyelesaian pembiayaan 
murabahah bermasalah yang dilakukan oleh bank syariah maka dapat 
disimpulkan yaitu dalam rangka menyelesaikan pembiayaan bermasalah pihak 
bank melakukan berbagai cara. Terdapat tiga solusi yang ditempuh dalam rangka 
penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu: rescheduling, restructuring, 
reconditioning, eksekusi jaminan dan write off. 
4. Adapun kesesuaian penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dengan 
Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah sesuai dengan apa 
yang tertuang didalamnya yaitu : 
- Fatwa DSN-MUI No 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang penjadwalan kembali 
tagihan murabahah (terkait dengan penyelesaian dengan metode 
rescheduling dan restructuring). 
- Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang konversi akad 
murabahah (terkait dengan reconditioning) 
- Fatwa DSN-MUI 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang penyelesaian piutang 
murabahah bagi nasabah yang tidak mampu bayar (terkait dengan 
Eksekusi jaminan) 
- No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard (tentang wite off). 
B. Saran  
        Sehubungan dengan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran 





1. Dalam rangka menyelesaikan pembiayaan bermasalah pihak perbankan haruslah 
lebih jeli melihat permasalahan yang ada dan secepatnya mengambil langkah 
penanganan sebelum pembiayaan tersebut benar-benar bermasalah. 
2. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah tentunya harus 
sesuai dengan apa yang tertera dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis 
Ulama Indonesia. 
3. Saya berharap agar peneliti berikutnya bisa lebih detail lagi dalam menganalisis 
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